PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN

Menimbang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5),

Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Rokan Hulu;

.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Rokan Hulu sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati

Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan
Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum
dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan
tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan



Mengingat

1.

U]
N
]

dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai
bupati/wali kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b

dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Rokan Hulu;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
67)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

7



=4=

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27);

14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Sumber Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan; dan
c. Penerimaan lain yang sah.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa
dan Perangkat Desa,;

(3) Tunjangan sebagaimana ayat (1) hurub b berupa tunjangan
jabatan;

(4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat

diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :

a. Honor kepanitiaan dan /atau pengelola keuangan desa/barang
desa; dan

b. Perjalanan dinas.

(5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan
tugasnya berhak mendapatkan tunjangan.
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2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada:

(2)

(3)

a.
b.

Kepala Desa;

Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa perbulan;

. Perangkat Desa selain sekretaris Desa yaitu Kepala Urusan

(Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) sebesar 60% (enam puluh
perseratus ) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan

. Perangkat Desa unsur Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun)

sebesar  33.33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan.

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
per bulan adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

€.

Kepala Desa sebesar: Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu
Rupiah);

Kepala Urusan : Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah; dan

Kepala Seksi : Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah; dan

Kepala Dusun : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil
(PNS).

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimasukkan dalam APBDesa pada Belanja Penyelenggaraan
Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf a ditambah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi administrasi
meliputi:
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a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Penghasilan
Tetap dan Tunjangan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan antara lain:

1. Peraturan Kepala Desa / atau Peraturan Desa ;

2. Daftar Nama Penerima Pencairan Dana Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD ;

3. Daftar Nama Perangkat Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD yang telah dilegalisir oleh Camat;

4. Daftar absensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang
diketahui oleh Camat; dan

5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) APBDesa Tahun
Berjalan setiap Bulan.

b. Telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
sebelumnya.

c. Camat meneliti dan memverifikasi berkas permohonan dan
mengeluarkan rekomendasi bagi desa yang telah memenuhi
persyaratan;

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

- Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tangga
—~JWAKIL E I ROKAN HULU
-’ ?
(/
Diundangkan di Pasir Pengaraian /

pada tanggal & Januari 2018







